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LEMBARAN DAERAH '
KABUPATEN PACITAN
-NOMOR 23 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2010
- ey TE N'T A NG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
L TAHUN ANGGARAN 2011
" o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.o | BUPATI PACITAN
Menimbang a. i:mhwa memeﬁu_hl ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang—-ﬁndang Nomor 32 Tahun
;; 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -
~ Y undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
'. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang ~ undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang,
.'; Dewan _Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pacitan telah
L menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
' * Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sesual dengan Keputusan Gubernur
4. Jawa Timur Nomor 188/ 144.K/IKPTS/013/2010 tent_ang' hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

bahwa Penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb,
perfu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011,

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negah Tahun
1850 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor$);

" Undang - Unciang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) .

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
- L)
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688} sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3988) ;

Undang - Uhdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusl dan Nepotisme {Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran
Nega_ra Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan P.e'n:ndang
- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4388 );

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6§,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 });

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Naslonal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421 }; | '

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437
)Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang = Undang Nomor 412 Tahun
2008 {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844 );

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438} ;

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl. Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028} ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran
Négara Nomor 4712); .

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ( Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah { Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
{Lem baran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan

. Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

20.

21,

22,

23-

Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578 ) ; ' -

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal { Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negal:a Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614 ) ; -

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ‘
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota { Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737 ); -

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara No. 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partal
Politik { Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972) ; '

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan

" Rakyat Daerah { Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5104 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberlan dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor, 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5181) ;.

31, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

32,

33.

34,

35.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasl Intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana
Bagt Hasil Cukat Hasil Tembakau dan Sanksl atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukal hasil Tembakau ;

Peraturan Menteri Dalam Négerl Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus dl Daerah ; '

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman
Tata Cara Penghltungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banruan Keuangan Partai Politik ;
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Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
{ Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 { Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Poiitik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2006 - 2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitaﬁ Nomor
23 Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur {Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007},

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan {Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 };

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25
Tahun 2007, tanggal 16 Desember 2007} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007)

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Pacitan {Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27
Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 };



46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan {Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Nomeor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang O‘rganisasl

. Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan {Lembaran Daerah Kabupater_: Pacitan

Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 );

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomeor

5 Tahun 2010 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim {Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan
Nomeor § Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010 )s

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PACITAN
. Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menletapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
PAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp.
dengan rincian sebagal berikut:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Surplus / {Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netoc

Pasal 1

Rp. 701.836.506.573,64
Rp. 753.952.659.500,00

Rp. 54.616.152.926,36
Rp. 2.500.000.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan; .

(RP.

Rp.

756.452.659.500,00

52.116.152.926.36 )

52.116.152.926,36

Rp.


http://7S3.952.659.500.00

(1

(2)

()

(4)

)

)

()
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Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a, Pendapatan ash Daerah sejumlah Rp 34.384.121.873,64
b. Dana Perimbangan sejumlah | : ~ Rp. 577.766.391.277,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 89.685.993.423,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri darl jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 5.831.379.008,64
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 7.927.849.700,00
¢. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 1.986.388.165,00

d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sejumlah  Rp. 18.638.505.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl jenis pendapatan :
a. Dana Bagi HasilPajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 42.868.939.277,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp .480.825.252.000,00

~¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 54.072.200.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ terdiri dari
jenis pendapatan

a. Pendapatan Hibah sejumlah _ Rp. 1.795.562.600,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah ' - Rp. 26.770.701.023,00

¢. Dana Penyesualan dan Otonomi khusus Rp. 61.119.729.800,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 558.271.259.350,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 195.681.400.150,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 491.382.565.650,00
- b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 8.690.900.000,00
¢. Belanja Bantuan Soslal sejumlah Rp. 7.661,180.000,00
d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 3.119.003.700,00
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumiah Rp. 45.417.610.000,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl jenis Belanja:
a. Belanja Pegawai sejumiah Rp. 18.922.156.070,00 ‘
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 78.204.711.355,00
¢. Belanja Modal sejumiah "~ Rp. 98.554.532.725,00
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Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal{ terdiri dari :

a, Penerimaan sejumiah Rp. 54.616.152.926,36

b. Pengeiuaran sejumiah Rp. 2.500.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenis Pembiayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 54.116.152.926,36

b. Penerimaan Piutang sejumliah Rp. 500.000.000,00

Pengeiuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darl jenis Pembiayaan:

a, Penyertaan Modal (Investasl) Daerah sejumiah Rp. 2.250.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumiah . Rp. 250.000.000,00

Pasal 5 .

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah Ini, terdiri dari: |

1.Lampiran 1 :Ringkasan APBD;

2.Lampiran I : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasl ;

3. Lampiran I ¢ Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasl,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; :

4.Lampiran IV : Rekapituiasl Belanja menurut Urusan Pemerintahan. Daerah,
Organisasl, Program dan Keglatan;

5. Lampran Vv Rekapituias] Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsl dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampriran VIl : Daftar Jumiah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;

7. Lampiran Vil : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran Vill : Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah);

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap ‘
Daerah ; '

10.Lampiran X . Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lairjnya H

11.Lampiran Xl : Daftar Keglatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kemball dalam Tahun
Anggaran inl; '
12.Lampiran Xl : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13 Lampiran Xlll : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

*

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

{1) Peraturan Daerah Inl mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.
{2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. '

Ditetapkan di Pacitan
. Pada Tanggal 28 - 12 -2010
WAKIL BUPATI PACITAN

Cap ttd

H. G. SOEDIBJO

Di Undangkan di Pacitan
Pada Tanggal 28 Desember 2010
SEKRETARtS DAERAH

A

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya

NiP. 19571017 198303 1014

Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 23



